I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Reformasi keuangan negara telah memasuki babak baru pada dekade
terakhir ini yaitu dengan adanya pergeseran dari penganggaran tradisional
menjadi  penganggaran berbasis ki nerja. Dengan penganggaran berbasis
Kinerja ini, penggunaan dana pemerlntah tidak Iagl menekankan input, tetapi

eNDE
lebih pada output Pedsaahan Ini m@pg?n hal pentlng dalam rangka

b-""l

pembelqaran untpk menggunakalg_%umber daya peTerlntah yang lebih efektif,
’ ‘J.,.' O

efisien’dan prbduktlf (wa uyo@ ~7 o
» ' - |
Petﬁbénggaran berbasis Kinefja atau outpLEt:_'jini sudah digunakan

secara | Iuas ;eh pemerintahan’ modern seperti dP:Eropi dan Amerika.
Penganggaran*"dengan pendekatan kinerja ini &angﬁ, d| perl ukan bagi satuan
kerja instansi _Ilpemerl n;?h atau satuan kerja yang E:}emp,erl kan layanan kepada
publik. Salah satu caralyangfja@t @a’kﬁukar;ﬁadal ahdengan mewiraswastakan
pemerintah (enterpri;i-né_the-goVé'rhnHit):--Séperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3
disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Waluyo, 2011)

Institusi penyelenggara atau penyedia layanan publik yang berbentuk
BLU ini lahir sgak diberlakukannya UU NO. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan diikuti oleh PP No. 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan BLU sebaga penjabaran lebih lanjut pasal 68 dan 69
UU tersebut. Dalam PP No. 23 Tahun 2005 dinyatakan secara gamblang
bahwa BLU merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa dengan motif tanpa
pencarian keuntungan (Lukman, 2013).

Instanss dengan bentuk BLU masih kaah popularitasnya
dibandingkan dengan institusi pemerintah berbentuk BUMN. BUMN yang
mendominasi hamer semua qitlﬁ%blsnls dan komersid yang strategis di
tengah masyarakat mul‘; dari sektor pert%@’%\ngan mlnyak yang dilakukan
oleh PT Pert@Lna. Pada Sekror] keuangan dérg cpjerbankan seperti yang

dljalankan o{ph Bank" Tabun@ara (BTN), BT)Pegadaian. Ada juga

sektor pethjBUngan dengan BUMN seperti\ PT Kereta-Apl Indonesia dan PT
A
Pelni, dan bebérapasektor bisnis yang strateglslalnnya.(Lukman 2013).
PT Késa Api Indonesia sebelum menj BUI\/IN dikenal dengan

v

istilah Perusahaan Jawatan Perusahaan Ja{gatan atau Perjan yaitu BUMN
yang seluruh modalnya termasgk(aaram anggaran pendapatan dan belanja
negara dan menjadi hak darl departemen yang bersangkutan. Bentuk Perjan
biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk
kepentingan umum. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Bab X tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93
bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sgak undang-undang ini mulai

berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus sudah dirubah bentuknya

menjadi Perum atau Persero.
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Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasa 1
menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melaui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Berdasarkan UU tersebut menempatkan BUMN pada posisi yang
semakin sulit untuk kompetisi dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Hal ini
disebabkan oleh amanat yang diemban BUMN untuk melakukan kewajiban
pelayanan umum atlau publlc v ?lgllgatlon (PSO)

Berdasarzan 2 I\Jlo 19 Tahun ﬂ)g?. Pasai 66 disebutkan bahwa

pemerlntah dw'a memberlkanrpqnuga%n khus&#kepada BUMN untuk

menydenggqr,d(an fungsi keﬁ?&n umum dengsﬁ tetap memperhatikan

w
maksud dari"fbjuan kegiatan' BUMN. ' Seandainya peauga&n tersebut tidak

A
fisibel, pemercrﬁtah harus memberikan kompensasi atassemua biaya yang telah

dikel uarkén ol éﬁUM N tersebut termasuk marging/ang di harapkan

leerlakukag@ya PSO pada BUMN serr:akln menimbulkan beban,
karena dana PSO berasal darl XP@\I yang pertanggungj awabannya tunduk
pada pengelolaan keuangan Negara berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengel olaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Berlakunya Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara sering
menghambat implementasi PSO baik secara teknis maupun besarannya.

Ada dua hal yang menjadi filosofi penetapan satker pemerintah

daam menerapkan Pola Keuangan BLU. Pertama untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Filosofi ini dilatarbelakangi oleh anggapan
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bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat belum
berjalan baik. Kedua adalah dalam rangka membenahi pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pgak (PNBP), yang selama ini masih banyak
satuan kerja pemerintah yang mengelola PNBP nya secara off-budget, yaitu
dengan penggunaan langsung tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Negara.
Pada prinsipnya saat ini terdapat 3 rumpun bentuk layanan umum

padaBLU, yaitu :
1. Pelayanan Jasaatal] Baran

Pelayanan bldang mb mel‘?;ufl_)liy—\anan%@d.idi-lzan kesehatan, penelitian

dan pmga@'mgan serta bi dap‘g1peny| aran pukﬂﬂ%

Q

2. Pengelol@n Daha ™ 1 ? A/ o B
| | o |
Layanan:'ﬁfdang ini‘meliputi dana bergulir, terutama untuk Usaha Mikro

A
Kecil danf‘l\/lenengah (UMKM), kredit perumah‘aﬂ pembangunan hutan

ataupun dalzam bentuk lainnya. T;‘f*

v

3. Pengelolaap Kawag]@n atau Wilayah 3

Layanan bi dang ini meliﬁzut'rcg)egé;e%laan Kalwasan atau Wilayah Ekonomi

Terpadu (KAPET), (;to_r_ifa (Batam)dan Kawasan Subang, Gelora Bung
Karno ataupun Kemayoran.

Perguruan tinggi merupakan satuan kerja dibawah Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan pada unit Eselon | Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi merupakan satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat sehingga memungkinkan dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola
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Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang diijinkan secara penuh
untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU),
maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan
mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan agar Perguruan
Tinggi Negeri sebagai bagian pemerintah dapat meningkatkan pelayanannya
kepada pelanggan, yaitu seperti mahasiswa, masyarakat dan para stakeholder
lainnya. Semua dTa dari PN P?/?F?ﬁl peroleh dari mahasiswa, masyarakat,
pemberdayaan fasmtas \d%n sumber dané{iihnya dapat digunakan secara
Iangsung tanpa,\'arus disetor ke IfPFfN (Sulanjari, 25(14)
\ Unlydstas Jenderal edlr?‘nan (UNSOEII[ﬁmerupakan sdlah satu
satuan kerja,"iau perguruan tinggi, yang telah dltetaog sebagai satuan kerja
yang menerapkan Pola Keuangan BLU pada tangé';ahlJ 17 Desember 2009.
Berdasarkan K@usan Menteri Keuangan NomorﬂS‘aZIKMK 05/2009 tentang
Penerapan UnlverSItag‘.L Jendera Soedlrmargt pada Departemen Pendidikan

Nasional sebagal lnstanSI l—l’engerﬁ%ah Yang Menerapkan Pola Keuangan
Badan Layanan Umum. S

Penetapan UNSOED sebagal BLU diharapkan dapat berjalan lancar
dan dapat meningkatkan kinerja pegawainya. Namun pada tahun 2014 BLU
UNSOED masih mendapatkan peringkat yang rendah. Terkait hal tersebut
Unsoed harus lebih meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menjadi satker
BLU yang sehat (AA-Baik) sehingga mempunyai kesempatan untuk men;jadi

Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PT-BH).
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Pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Akuntanss BLU UNSOED Pasa 1 menyatakan bahwa Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memagukan kesgahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagal pengecualian dan ketentuan
pengel ol aan keuangan Negagea(f;alﬁqumnya Namun setelah penerapan BLU
di UNSOED Ada beberaéa kejadian. yang ‘Igl ,éng sesual dengan tujuan BLU
yaitu adanya g\'yel ewengan ya{rg*pllakukan oleh%qabat BLU yang terlibat

kasus korupsgAda 2 kasus ko%j}éwr yang terj adr'ar UNSOED pada tahun
»

2010 yang Eenyebabkan sgjumlah pejabat, BLU. harus menherima hukuman
| T

L |
. ~J
dalam tahanan. Ay

éentﬁé—ﬁentuk korupsi- di dunia pen@kan umumnya berupa
pungutan Ilar, penggg{apan dana alokas Qendldlkan penyelewengan dan
penggel embungan anggaran geﬁaadaan faslltas dan penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat publlk penyelenggara pendidikan demi keuntungan
pribadi. Contohnya yang terjadi di tingkatan perguruan tinggi. Di Universitas
Gajah Mada terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tingkat
universitas maupun fakultas, sekaligus melibatkan ketua Majelis Guru Besar,
kasus tersebut adalah berkaitan dengan penyalahgunaan lahan milik
universitas yang ditujukan sebagai laboratorium pertanian justru disewakan

kepada Perhutani yang kerugiannya mencapai Rp. 11.200.000.000,- (11,2
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miliar). Di Universitas Indonesia kasus korupsi menyeret mantan Wakil
Rektor Ul yang menyalahgunakan dana pembangunan perpustakaan dan
pengadaan peralatan penunjang yang membuat Negara merugi sebesar Rp.
13.076.000.000,- (Saputra, 2015).

Selain kasus di atas ada lagi yang terjadi di kampus IAIN
Purwokerto, birokrat kampus IAIN menerapkan dana POM yang illegal
padahal mahasiswva 1AIN sudah_menggunakan UKT yang melarang ada
pungutan di luar |tu Namun {eﬁzﬁj\protes dari gerakan massa mahasiswa
IAIN di tahun 2014 Ialcr\DerhasuI menghap{é gan mengemballkan dana POM
yang dlbayar mQHaSISNa(SaputreF’ZPB) 5&) | .

I' Pengl-rtlan yang berkaitan d ‘éngan pengelol&h BLU dllakukan oleh
Febrlana P@ade\m dkk (2012),yaitu Analisis Im%jbementasu Pengelolaan
Keuangan BIeUD dan Dampaknya terhadap KlnerJaF?;;a Rumah Sakit Umum
Daerah Nganj u{ -%ang hasilnya bahwa setiap tahu@nah sakit ini berpotensi
mengalami ker]al kan qam pendapatan. Perlgilltlan Iaull_n mengenai Pengel olaan
Keuangan Daerah terhlada,t')dZ K%e@a?r-”emgrin_tah-;[l)aerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa partlspasdalam |c-Jeranggaran dan peran mangerd
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian lainnya yang terkait pengelolaan dan kinerja BLU adalah
penelitian yang dilakukan oleh Arif Wahyudi yang menghasilkan setelah
pengelolaan keuangan BLU, terjadi peningkatan pendapatan maka terjadi juga
peningkatan biaya. Penelitian lain terkait Badan Layanan Umum yang

diakukan oleh Mirna Amirya dkk hasilnya mengindikasikan bahwa
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pengembangan anggaran dan sistem akuntans Badan Layanan Umum
Universitas Brawijaya dapat mendorong perubahan organisasi, termasuk
perubahan dalam nilai-nilai manajemen, sumber daya manusia, prosedur,
teknologi dan struktur organisasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU) di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

B. Perumusan Masalah"' |

“NDP@

Berdasarkan latar hel akgwg, maka dapat wﬂ@skan permasalahan penelitian
" v L

sebagai l.__berl ku‘;\.' O O

1. Bageimanakeh pengelolaanfBLUIG UNSCED? %)
- (L \ O |
2. Bagalmqllékah hambatan’ yang dihadapi dalam»—pengel‘olaan keuangan
= A
BLU'7 v T..f
— :
3. Bagai h1an£%cara mengatasi hambatan yang @dapl dalam pengel olaan

BLU? N\ »

1963

C. Tujuan Penelit‘illéln —_ _—
1. Untuk mengetahui dan menganallss pengelolaan BLU di UNSOED
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan
BLU
3. Untuk mengetahui cara mengatass hambatan yang dihadapi dalam
pengelolaan BLU
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
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Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi
referensi/informasi awal tentang gambaran, harapan dan hambatan

pengel olaan keuangan BLU sebagai dasar penerapan kebijakan BLU

. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi
Universitas dadam memberikan panduan bagi organisasi terhadap

penerapan pola pengelol aan keuangan BLU yang berbasis kinerja sehingga

diharapkan daf?ymenl é@(ﬁlﬁ £ Un‘verstas /organlsas
/&

‘po
o
=
:u\
.5'
e
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